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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan menggali informasi-informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan peraturan kearsipan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis desktiptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia menunjukkan tren yang positif, hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya beberapa peraturan yang berkaitan dengan masalah kearsipan sejak masa kolonial Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tahun 1945, bahkan sampai dengan terbitnya UU No 43 tahun 2009 di era reformasi seperti sekarang ini. Lahirnya UU No 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan merupakan momentum lahirnya peraturan kearsipan di Indonesia, yang kemudian disusul dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 yang menetapkan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perubahan sangat mendasar di bidang penyelenggaraan kearsipan nasional terjadi pada tahun 2000 pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana masing-masing daerah harus mempunyai badan arsip daerah. Penguatan keberadaan lembaga kearsipan ditandai dengan lahirnya UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Kesemua peraturan atau regulasi kearsipan tersebut pada dasarnya untuk bahwa keberadaan arsip dan kearsipan sangat penting bagi masyarakat, pemerintah dan Bangsa Indonesia. 
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Abstract: This study aims to analyze how the development of archiving regulations in Indonesia from time to time. This research includes the type of literature study by exploring information and documentation relating to archiving regulations, while analyzing data using descriptive analysis methods. The results showed that the development of archiving regulations in Indonesia showed a positive trend, this was shown by the issuance of several regulations relating to archival issues from the Dutch colonial period to freedom of Indonesia in 1945, even with the issuance of Law No. 43 of 2009 in the reform era such as recently. The birth of Law No. 7 of 1971 concerning Archival Principal Provisions was the momentum of the birth of archiving regulations in Indonesia, which was then followed by the issuance of Presidential Decree No. 26 of 1974 which established the National Archives of the Republic of Indonesia as a Non-Departmental government agency directly responsible to the President. A very fundamental change in the field of national archiving took place in 2000 at the time of the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, where each region must have a regional archive body. Strengthening the existence of archival institutions was marked by the birth of Law No. 43 of 2009 concerning Archives, which was then followed by PP No. 28 of 2012 concerning Implementation of Law No. 43 of 2009 concerning Archives. All archiving regulations or regulations are basically for the existence of archives and archives very important for society, government and the Indonesian Nation.
Keywords: Archive, archiving regulation, indonesia

Pendahuluan
Perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia mencerminkan suatu dinamika perkembangan tradisi tulis yang sangat unik dan dinamis. Keunikan tersebut terletak pada sejarah perkembangan budaya tulis di Indonesia baik menyangkut media rekam yang digunakan maupun dalam hal pengelolaan media rekam itu sendiri. Dinamika tersebut tumbuh sebagai akibat perkembangan sosial politik dari masa-masa kekuasaan kerajaan-kerajaan di nusantara, masa penetrasi sosial politik barat pada masa kolonial, implementasi sistem politik kolonial dan sistem politik post-kolonial yaitu sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Progresivitas dinamika lebih kelihatan dalam perkembangan sistem kearsipan menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Keadaan tersebut telah mengakibatkan sejarah kearsipan di Indonesia kaya akan khasanah sistem pengelolaan arsip dan produk hukum di bidang kearsipan.

Untuk memahami perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia perlu pengetahuan yang memadai baik dalam bidang sejarah maupun tradisi kearsipan dalam arti luas. Wawasan sejarah diperlukan untuk memahami dinamika pertumbuhan administrasi pemerintahan sejak masa pra-kolonial hingga masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat diuraikan hubungan sistem administrasi yang begitu beragam di Indonesia dengan sistem kearsipan yang berkembang pada setiap periode sejarah Indonesia. Pemahaman terhadap tradisi kearsipan diperlukan dalam rangka memahami dinamika sistem dan regulasi kearsipan yang berkembang di Indonesia. 

Ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem administrasi dan sistem kearsipan Barat diberlakukan di lingkungan institusi pemerintahan dan lembaga-lembaga swasta. Oleh karena itu, sistem kearsipan Barat berkembang dengan baik di lingkungan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, seperti perusahaan jasa kereta api, perkebunan, dan perbankan. Kebutuhan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat yang hidup dalam tradisi tulis, melahirkan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pengelolaan arsip dan peraturan kearsipan. Pada setiap instansi terdapat petugas khusus yang mengelola arsip dan dalam konteks pemerintahan kolonial diangkatlah seorang arsiparis negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip pemerintah kolonial.

Pertumbuhan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks dan teratur telah menyebabkan pertumbuhan akumulasi arsip yang begitu cepat dan pada saat yang sama dibutuhkan peningkatan kualitas bukti akuntabilitas pelaksanaan fungsi kedinasan. Pertumbuhan akumulasi arsip yang begitu tinggi harus diatasi dengan penyusutan secara teratur dan kebutuhan akan mutu akuntabilitas diperlukan sistem penyusutan yang efisien dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga arsip yang masih diperlukan untuk kepentingan operasional dan arsip yang bernilai guna permanen dapat dilestarikan sebagai memori kolektif bangsa. Olek karena itu, diperlukan adanya sistem kearsipan yang terkoordinasi secara nasional dan hal tersebut telah menjadi motor pendorong terbitnya undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan pada tahun 1971. Besarnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah kearsipan dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana cakupan dan pembahasannya lebih luas dan rinci bila dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Terbitnya undang-undang tersebut bukan saja menjadi dasar pembinaan sistem kearsipan nasional melainkan juga telah menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran arsip dalam masyarakat yang telah menghargai tradisi tulis sebagai bagian dari kehidupan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalis tentang bagaimana perkembangan peraturan kearsipan dari masa ke masa yang terjadi di Indonesia. Dengan tujuan tulisan ini dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang kearsipan, dan untuk menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya keberadaan arsip dalam penyelenggaraan kenegaraan.
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur merupakan cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.  Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini. Studi literatur dalam penelitian ini adalah menggali informasi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan di bidang kearsipan dari masa ke masa di Indonesia. Sedangkan Analisis Data dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.
Pengertian Arsip dan Lembaga Kearsipan 
Pengertian Arsip secara terminologis dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian Eropa kontinental dan pengertian Inggris Raya/Anglo-Saxon beserta wilayah jajahannya. Di lingkungan negara Eropa, terutama Jerman, Belanda, dan Perancis sebagai pioner pemikiran teori dan metodologi kearsipan, menyebutkan istilah arsip (archief) untuk semua jenis naskah yang dibuat atau diterima oleh suatu instansi dalam pelaksanaan fungsi kedinasan. Untuk arsip yang masih digunakan secara langsung sebagai pendukung penyelesaian proses administrasi/operasional instansi pencipta arsip yang bersangkutan disebut sebagai arsip dinamis dan arsip yang sudah tidak digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional namun memiliki nilai guna yang berkelanjutan disebut sebagai arsip statis. Arsip dinamis yang masih digunakan untuk penyelesaian materi yang menjadi substansi masalah/sebuah korespondensi dikenal dengan nama arsip aktif (Syauki Hadiwardoyo: 2014).

Dalam pengertian Anglo-Saxon, semua naskah yang dibuat atau diterima dalam pelaksanaan fungsi kedinasan suatu instansi dikenal dengan nama “record” (dibaca: rikod). Secara rinci dapat dibedakan dengan istilah current record untuk arsip yang masih aktif, semi/non-current record untuk arsip inaktif dan public record untuk arsip statis (T.R. Schellenberg, 1956:16). Dengan demikian di lingkungan Inggris Raya dan wilayah jajahannya tidak mengenal istilah arsip melainkan istilah record untuk semua jenis naskah yang dibuat atau yang diterima dalam pelaksanaan fungsi kedinasan.

Istilah arsip dan record sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik berlainan muncul sebagai akibat pendekatan baru dalam pengelolaan arsip modern dan dimotori oleh para pemikir kearsipan Amerika Serikat. Dengan berkembangnya pendekatan life cycle (daur hidup) dalam pengelolaan arsip maka muncullah pengertian archive untuk arsip statis dan record untuk arsip dinamis. Archive merupakan sebagian dari record yang menurut penilaian dianggap memiliki nilai guna berkelanjutan/bernilai guna permanen. Dengan munculnya pendekatan baru a record continuum pemberian garis batas yang ketat antara profesi manajemen record dengan manajemen archive menjadi tidak tepat karena untuk kepentingan efisiensi operasional instansi pengelolaan arsip harus dirancang sejak saat tercipta hingga pelestarian dan penggunaannya sebagai arsip statis. Hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan terutama dalam hal pengelolaan arsip elektronik karena ketika suatu naskah elektronik berstatus sebagai arsip maka harus sudah ditetapkan pengelolaan dan nilai gunanya dan tidak dapat menunggu dalam hitungan menit sekalipun. Dengan berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa teori dan pengelolaan arsip berkembang dan selalu mengarah kepada tuntutan kebutuhan peningkatan efisiensi operasional instansi pada masanya.
Selanjutnya pengertian lembaga pengelola arsip sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7/1971 sebagai organisasi kearsipan (UU No. 7/1971: pasal 8). Dalam struktur organisasi pemerintahan yang dimaksud dengan lembaga kearsipan adalah unit-unit kearsipan pada lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan tingkat pusat dan daerah serta Arsip Nasional RI baik di ibu kota RI maupun di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka status Arsip Nasional Daerah di ibu kota provinsi berubah menjadi lembaga kearsipan perangkat daerah yang bersangkutan.
Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Arsip merupakan kumpulan dokumen-dokumen berupa surat, rekaman, dan video yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik dalam sebuah organisasi untuk masa yang akan datang dan disimpan dengan menggunakan sistem tertentu agar dapat ditemukan secara cepat dan tepat. Sedangkan Kearsipan merupakan suatu proses kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, pemeliharaan, penemuan kembali secara efektif dan efisien, penyusutan serta sampai pemusnahan surat/warkat.
Perkembangan Lembaga Pengelola Arsip
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki akar sejarah pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk mengakomodir kepentingan pengelolaan arsip maka pemerintah Hindia Belanda ketika itu membentuk suatu lembaga kearsipan dengan nama Arsip Negara di Batavia atau “Landsarchijf te Batavia”, yang dikepalai oleh seorang arsiparis negara bernama J.A.van der Chijs pada tahun 1892. Tujuan didirikannya Arsip Negara tersebut adalah untuk mengelola arsip inaktif pemerintah Hindia Belanda agar dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah, umum dan untuk kepentingan penelitian dalam rangka pengembangan budaya (Syauki Hadiwardoyo: 2014). Gagasan mengenai fungsi Arsip Negara ini merupakan dasar pemikiran yang digunakan ketika lembaga tersebut berubah nama dengan Arsip Nasional RI pada tahun 1971 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 Pasal 8. Perubahan nama tersebut sekaligus merupakan pengembangan fungsi dari semata-mata mengelola arsip statis ditambah fungsi baru, yaitu melakukan pembinaan sistem kearsipan nasional.
Posisi Arsip Nasional RI sebagai pembina sistem kearsipan nasional mengharuskan adanya sistem kelembagaan kearsipan terpadu baik di tingkat lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, dibangunlah jaringan lembaga kearsipan yang terdiri atas Arsip Nasional RI di ibu kota negara, unit-unit kearsipan pada instansi pemerintah di tingkat pusat dan unit-unit kearsipan pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan demikian terdapat sistem jaringan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip terpadu secara nasional sehingga penyelenggaraan pengelolaan arsip dapat dilaksanakan secara efisien dan memenuhi kebutuhan akan peningkatan efisiensi operasional instansi, sekaligus pelestarian serta pendayagunaan arsip yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional.

Pengelolaan arsip di Indonesia berkembang secara dinamis. Hal terbut dimulai ketika pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga Arsip Negara dengan nama “Landsarchijf te Batavia”, dengan maksud agar arsip lembaga-lembaga pemerintah kolonial yang sudah tidak operasional dapat dikelola oleh lembaga-lembaga kearsipan tersebut. Oleh karena itu, program kerja pertama adalah mengatur arsip pemerintah kolonial di tingkat pusat agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemudian dilanjutkan dengan mengakuisisi arsip dari kantor-kantor pemerintah di daerah.

Program penataan dimulai dengan pengaturan arsip Algemene Secretarie atau Sekretariat Negara pada zaman pemerintahan kolonial, kemudian diikuti dengan penataan arsip lembaga-lembaga negara dan badan pemerintahan tingkat Pusat. Di antara lembaga-lembaga pemerintah tersebut adalah Departement van Justitie, Departement Financien, Departement van Binnenlandsch Bestuur, Departement van Onderwijs, Eerendienst en Nijverheit, Departement van Openbaar Werken, dan Departement van Verkeer en Waterstaat, serta arsip Pemerintahan Inggris di Jawa (Engels Tussen Bestuur) dan lembaga-lembaga lain yang merupakan perangkat pemerintah VOC (Regering Almanak, 1920: Deel 1). Kemudian pengaturan dilanjutkan dengan arsip lembaga-lembaga perwakilan pemerintah Hindia Belanda di luar negeri, yang telah diakuisisi oleh Arsip Negara di Batavia.

Program selanjutnya adalah akuisisi arsip lembaga pemerintahan daerah Hindia Belanda di seluruh Indonesia di samping arsip dari kantor-kantor perwakilan VOC di luar negeri.. Program ini berlangsung sejak dasawarsa terakhir abad ke-20 hingga tahun 1917 saat meletus Perang Dunia I. Termasuk di antara arsip kantor-kantor perwakilan VOC antara lain berasal dari kota Hirado (Jepan), Ceylon (Srilangka), Hindia Barat, dan Cape de Goed Hope (Afrika Selatan). Akuisisi ini berakhir pada tahun 1917 pada saat baru diselesaikan sebagian, terutama arsip yang berasal dari pemerintah daerah dan residensi pemerintah kolonial yang dianggap penting seperti pemerintah residensi Makassar, Banda Timor, Bali-Lombok, Surabaya, Semarang, Tangerang, Riau, Palembang, Aceh, Borneo, dan lain-lain. Oleh karena itu, khasanah arsip kolonial, terutama arsip daerah tidak terlalu lengkap dan bahkan diperkirakan terdapat sebagian di antaranya tidak sampai ke Batavia karena gangguan situasi keamanan pelayaran pada saat menjelang Perang Dunia Satu.

Arsip Negara Batavia merupakan lembaga kearsipan nasional pada masa pemerintah kolonial yang fungsi utamanya adalah hanya mengelola arsip statis. Lembaga tersebut tidak memiliki instansi vertikal di daerah sehingga menjadi keharusan bagi semua lembaga pemerintah Hindia Belanda untuk menyerahkan arsip statis yang tercipta sebagai informasi terekam di instansinya kepada Arsip Negara di Batavia. Tidak terdapat lembaga kearsipan yang berdiri sendiri di daerah dan arsip yang tercipta di lingkungan instansi pemerintah bersangkutan merupakan tanggung jawab dari unit kearsipan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pada awal masa pemerintah Republik Indonesia lembaga pengelola arsip masa kolonial tidak mengalami perubahan yang berarti. Sehubungan dengan penyerahan kedaulatan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, posisi Arsip Negara di Batavia dipertahankan dan ditempatkan di bawah Sekretariat Negara RI. Posisi tersebut berubah pada akhir dasawarsa tahun 50-an menyusul Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berakibat pada penempatan Arsip Negara di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan politik menjelang meletusnya peristiwa G30S/PKI lembaga Arsip Negara ditempatkan di bawah Kompartemen Kementerian Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra), sebagai lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hubra.

Dengan terbentuknya Kabinet Ampera pada tahun 1967 Arsip Negara ditempatkan berada di bawah Sekretariat Negara RI. Kedudukan tersebut diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 7/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, yang menetapkan Arsip Negara menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Untuk memperkuat Undang-undang maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 yang menetapkan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1974 pada Pasal 1. Dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Hal itu berlangsung terus hingga jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998.

Sejak jatuhnya pemerintah Orde Baru hingga tahun 2000 status Arsip Nasional secara formal tidak mengalami perubahan dan bahkan lebih mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Selanjutnya, terbentuknya Kabinet Gotong Royong status formal Arsip Nasional RI tidak mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN), dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7/1971, lembaga kearsipan pemerintah terdiri atas Arsip Nasional RI di tingkat pemerintah pusat, Arsip Nasional Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat I dan unit-unit kearsipan instansi-instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah termasuk di dalamnya adalah Kantor Arsip Daerah yang merupakan unit kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat I. Arsip Nasional RI baik di ibu kota negara maupun di ibu kota provinsi memiliki fungsi pembinaan sistem kearsipan nasional dan pelestarian serta pengelolaan arsip statis yang diakuisisi dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan, sementara Kantor Arsip Daerah melaksanakan fungsi pembinaan sistem kearsipan dan pengelolaan arsip inaktif yang tercipta di lingkungan intern pemerintah daerah Provinsi yang bersangkutan. Koordinasi kerja dilakukan antara Arsip Nasional Wilayah dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi yang bersangkutan untuk menjamin penyusutan arsip secara benar dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional dilaksanakan dengan baik di daerah yang bersangkutan. Diharapkan terjadi penyusutan arsip secara efisien dan penyerahan arsip bernilai guna permanen secara sistematis dari Kantor Arsip Daerah kepada Arsip Nasional Wilayah dan dari Pusat-pusat Arsip instansi tingkat Pusat kepada Arsip Nasional RI.

Perubahan sangat mendasar di bidang penyelenggaraan kearsipan nasional terjadi pada tahun 2000 pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga kearsipan nasional di daerah, Kantor Wilayah Arsip Nasional RI yang telah ada di sembilan ibu kota Provinsi telah dilikuidasi sehingga menjadi lembaga kearsipan perangkat daerah Provinsi yang bersangkutan. Posisi lembaga kearsipan daerah kemudian diperkuat dengan dibentuknya lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota sehingga terdapat lembaga-lembaga kearsipan yang masing-masing bersifat otonom, yaitu Arsip Nasional RI sebagai lembaga pembina kearsipan nasional di ibu kota negara, Badan Arsip Provinsi untuk perangkat pemerintah Provinsi dan Kantor Arsip Daerah untuk perangkat pemerintah Kabupaten/Kota.

Perubahan status kelembagaan tersebut juga membawa perubahan fungsi dan tugas lembaga kearsipan. Fungsi Kantor Arsip Daerah Provinsi ditingkatkan dengan menambah fungsi baru sebagai pengelola arsip statis menyusul likuidasi Arsip Nasional Wilayah menjadi perangkat pemerintah Provinsi dan kemudian memperoleh nama baru, yaitu Badan Arsip Provinsi. Istilah Kantor Arsip Daerah Provinsi dihapuskan dan kemudian diperuntukkan sebagai nama lembaga kearsipan pemerintah Kabupaten/Kota. Proses likuidasi tersebut dapat diselesaikan selama tahun 2001 maka dengan demikian Arsip Nasional RI tidak lagi memiliki instansi vertikal di Daerah maka konsekuensi logisnya adalah hubungan antara ANRI dengan lembaga kearsipan Daerah dilakukan sebatas pembinaan sistem dan profesi.
Di luar lingkungan institusi pemerintah di Indonesia juga terdapat lembaga-lembaga kearsipan swasta. Hal itu dimungkinkan karena perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur keberadaan lembaga kearsipan yang dikelola oleh instansi atau organisasi non- pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 pada Pasal 4. Oleh karena itu, lembaga kearsipan swasta di Indonesia sangat beragam baik dari segi khasanah arsip yang dikelola maupun pengelolanya.

Secara umum terdapat 3 (tiga) jenis lembaga pengelola arsip terutama yang berhubungan dengan pendayagunaan arsip statis. Jenis yang pertama dan ini yang tertua, yaitu perpustakaan. Beberapa perpustakaan swasta juga mengelola arsip statis sebagai bagian dari layanan pustaka kepada publik, seperti misalnya Perpustakaan Kraton dan perpustakaan lembaga keagamaan pada umumnya. Bahkan layanan arsip dan pustaka secara terpadu tersebut telah lama menjadi bagian dari layanan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah, seperti misalnya Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Bahkan sebagian besar propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, lembaga kearsipan dan perpustakaan berada dalam satu lembaga/ instansi sekarang istilahnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (sebelumnya BPAD yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, sedangkan di Kabupaten/ kota yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah).  

Jenis kedua adalah lembaga kearsipan perusahaan atau lebih dikenal sebagai Pusat Arsip Perusahaan. Pada umumnya setiap perusahaan besar, terutama yang bergerak di bidang jasa keuangan dan manufaktur, mengelola arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatannya secara terpusat di sebuah pusat arsip yang memberikan layanan untuk kepentingan operasional dan layanan untuk kepentingan publik. Di antara kearsipan swasta itu adalah lembaga pusat arsip perusahaan perbankan dan pabrik semen serta pabrik industri berat.

Lembaga kearsipan swasta lain adalah para kolektor arsip yang pada umumnya adalah pencinta seni dan tokoh dalam berbagai profesi. Banyak di antara para pencinta seni yang adakalanya pengusaha bidang seni, memiliki galeri yang sekaligus sebagai ruang pamer dan tempat penyimpanan arsip yang dikumpulkan karena dianggap memiliki nilai seni tinggi. Kebanyakan tokoh masyarakat juga memiliki perpustakaan pribadi yang menyimpan dan menyajikan layanan arsip dan pustaka secara terpadu, terutama untuk arsip yang berisi informasi mengenai bidang yang berkaitan dengan profesinya. Namun demikian, dari kebanyakan mereka mengelola arsip dilakukan sebagai bagian dari pengembangan usaha mereka dan tidak selalu dikelola sebagai lembaga kearsipan murni.

Fenomena baru dalam sejarah kearsipan Indonesia adalah berkembangnya lembaga kearsipan komersial dengan nama pusat pengelolaan arsip komersial yang tumbuh sejalan dengan kebutuhan efisiensi operasional sesuatu perusahaan. Lembaga kearsipan ini pada umumnya berbentuk perusahaan yang menyediakan jasa penyimpanan arsip dari perusahaan lain yang karena pertimbangan efisiensi menyerahkan pengelolaan arsipnya kepada lembaga pengelola arsip komersial. Pada saat ini di Indonesia terdapat tidak kurang dari 25 perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan arsip (Syauki Hadiwardoyo).
Analisis Perkembangan Peraturan Kearsipan di Indonesia
Sebenarnya secara historikal, masalah arsip dan kearsipan telah dimulai sejak berkembangnya tradisi tulis menulis. Sehingga dengan tradisi itu orang mulai membuat rekaman/catatan (record) mengenai kegiatannya baik dalam rangka pelaksanaan fungsi kedinasan maupun fungsi pribadi. Catatan pelaksanaan fungsi tersebut yang kemudian diakui sebagai bukti transaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan kemudian disimpan sebagai arsip. Dengan kata lain bukti-bukti transaksi tersebut mengatur ikatan hubungan pihak-pihak pelaku transaksi atau dapat dikatakan membentuk ikatan hukum. Berangkat dari pemahaman aspek hukum itulah kemudian arsip terus berkembang baik dari aspek jenis media rekam, format, fungsi, dan sistem pengelolaannya.
Perkembangan pengelolaan kearsipan di Indonesia menunjukkan kekhasannya sendiri. Tradisi tulis di Indonesia terkait erat dengan perkembangan kaligrafi India yang masuk ke Indonesia melalui saluran agama. Oleh karena itu, sistem kearsipan di Nusantara sangat unik, yaitu pengelolaan dalam ruangan tertutup dan disucikan di lingkungan bangunan keagamaan dan pengelolaan di tempat objek yang diinformasikan untuk arsip yang terkait dengan kekuasaan. Arsip yang terkait dengan kegiatan keagamaan pada umumnya adalah dikelola secara terpadu dengan perpustakaan di salah satu bangunan kompleks bangunan suci yang bersangkutan dan pada umumnya berisi informasi terekam mengenai kegiatan administrasi lembaga yang bersangkutan, ajaran agama, dan kitab-kitab suci. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lembaga kearsipan khas Indonesia sebenarnya adalah kearsipan lembaga keagamaan.
Arsip yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan pada umumnya berbentuk prasasti dan dikelola secara individual oleh pemangku limpahan kekuasaan yang bersangkutan. Diperkirakan bahwa prasasti Ratu Sima di Jawa Tengah merupakan bukti tertua untuk arsip pemerintahan dan model tersebut terus berlangsung hingga abad kelima belas, yaitu saat berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Dengan berdirinya kekuasaan Islam di Demak maka sistem kearsipan lembaga keagamaan berkembang di lingkungan pusat kekuasaan. Pengaruh langsung dari perubahan tersebut masih terasa hingga abad kedua puluh, sebagaimana tercermin dalam tradisi keraton yang menganggap bahwa buku/arsip tertentu masih dianggap suci dan dikeramatkan. Sistem pengelolaan arsip kerajaan dipadukan dengan pengelolaan pustaka yang ditulis oleh para cendekiawan atau pujangga kerajaan, dimana arsip-arsip dikelola untuk kepentingan pengembangan budaya kerajaan yang bersangkutan.
Menurut Syauki Hadiwardoyo bahwa masuknya kekuasaan bangsa Barat di Indonesia membawa pengaruh besar dalam pengelolaan arsip. Tradisi tulis Barat yang berkembang bersama pelaksanaan administrasi kolonial di berbagai daerah diikuti dengan pelaksanaan sistem kearsipan yang berlaku di negara bangsa Barat yang bersangkutan. Bangsa Inggris, yang berkuasa di Indonesia antara tahun 1811 hingga 1816 (sebagian hingga 1826) memperkenalkan sistem kearsipan Inggris Raya dan bangsa Belanda yang berkuasa hingga tahun 1942 memperkenalkan sistem kearsipan Belanda, di antaranya adalah sistem Kaulbach untuk arsip dinamis dan sistem Van der Chijs untuk arsip statis. Bahkan dalam sistem kearsipan modern Republik Indonesia, pengaruh sistem kearsipan Belanda masih terasa kental dengan digunakannya buku manual Belanda Manual for the Arrangement and Description of Archives (Pedoman Pengaturan dan Deskripsi Arsip) di dalam pengelolaan arsip statis di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan masuknya peradaban Barat maka masuk pula sistem kearsipan Barat, dan hal itu semakin kuat dengan keterikatan Indonesia sebagai anggota Dewan Kearsipan Dunia (International Cuncil on Archives).
Dinamika perkembangan lembaga, pengelolaan dan peraturan kearsipan berakibat pada munculnya kebutuhan untuk mengatur pengelolaan arsip baik secara institusional maupun secara nasional. Institusional mencakup pengaturan pada aspek teknik dan metode pengelolaan arsip yang dinilai memenuhi kebutuhan peningkatan efisiensi operasional instansi dan sekaligus kebutuhan pelestarian arsip yang dianggap memiliki nilai guna untuk kepentingan yang lebih luas (research uses) dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan arsip pada lembaga-lembaga/organisasi pencipta arsip (creating agencies) agar dapat mengelola arsip secara efisien untuk kepentingan akuntabilitas dan untuk kepentingan pelestarian memori kolektif bangsa dalam rangka pertanggungjawaban nasional.
Pengaturan secara nasional diperlukan dalam rangka pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa agar dalam pengelolaan arsip terdapat keterkaitan dalam alur yang jelas antar lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan baik dalam pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis. Dalam pengelolaan arsip dinamis diperlukan adanya norma dan standar pengelolaan arsip yang berlaku secara nasional untuk menjamin bahwa penyusutan arsip yang berlaku untuk semua lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dilakukan dengan tolok ukur yang sama sehingga dapat dicegah adanya pemusnahan arsip yang tidak terkendali. Dengan demikian penyusutan arsip dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan menghasilkan arsip statis yang berkualitas tinggi sebagai memori kolektif bangsa dan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional kepada generasi yang akan datang. Untuk itu diperlukan adanya alur yang jelas dalam penyusutan arsip baik pemindahan dari unit-unit pengolah ke unit kearsipan suatu lembaga pencipta arsip, pemusnahan arsip yang telah habis jangka waktu simpan dan nilai gunanya dan penyerahan arsip yang memiliki nilai guna permanen kepada lembaga kearsipan untuk dikelola sebagai arsip statis.
Pengaturan pengelolaan arsip statis secara nasional diperlukan untuk menjamin pelestarian memori kolektif bangsa secermat mungkin dan penggunaannya untuk kepentingan publik serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu diperlukan dalam rangka koordinasi kelembagaan secara nasional dan standar layanan kearsipan baik di lingkungan instansi-instansi pemerintah pusat maupun instansi perangkat daerah baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dengan adanya peraturan/ regulasi (ketentuan hukum) yang menyangkut aspek teknis pengelolaan arsip dan aspek koordinasi kelembagaan diharapkan terselenggaranya pengelolaan arsip yang efisien dan pelestarian serta pendayagunaan arsip yang efektif secara nasional. Adanya peraturan (ketentuan hukum) tersebut mutlak diperlukan oleh setiap negara termasuk Indonesia.
Dalam sejarah Indonesia pertumbuhan peraturan kearsipan telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Peraturan kearsipan yang amat berarti, dan sangat berpengaruh dalam tata kearsipan Indonesia, adalah undang-undang yang mengatur tentang perbendaharaan negara Indische Comptabiliteit Wet (ICW). Undang-undang ini pada dasarnya masih berlaku hingga saat ini sehingga peraturan di bidang kearsipan harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ICW tersebut.
Jika kembali kepada perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia, Undang-undang yang secara khusus mengatur bidang kearsipan untuk pertama kali terbit pada tahun 1971, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Sebagai undang-undang ketentuan hukum ini mengatur aspek yang amat luas, mencakup manajemen arsip dan kelembagaan secara nasional. Di dalamnya menetapkan definisi arsip, organisasi kearsipan, tenaga kearsipan, dan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga pembina kearsipan dan pengelola arsip statis secara nasional (Undang-undang No. 7/1971: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 8).
Lahirnya Undang-undang No 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. Peraturan tersebut mengatur tentang penyusutan arsip secara luas di lingkungan lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan. Diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusutkan arsip secara sistematis dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh instansi pencipta arsip yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada pasal 4 dari PP Nomor 34 tahun 1979. Dalam hal instansi yang bersangkutan belum memiliki Jadwal Retensi Arsip maka penyusutan arsip di instansi bersangkutan dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor: SE/02/1983. Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diikuti dengan terbitnya berbagai peraturan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional RI.
Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan yang menyangkut pengelolaan arsip perusahaan terbit tersendiri dengan nama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang tersebut muncul sebagai reaksi terhadap pelaksanaan penyusutan arsip yang dinilai amat lamban maka dengan terbitnya peraturan tersebut diharapkan dapat mengatasi kelambanan tersebut. Namun demikian undang-undang baru itu tidak dapat dilaksanakan secara tertib karena di dalamnya mengandung beberapa aspek yang bertentangan dengan ketentuan pembuktian perkara pengadilan. Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 merupakan inisiatif dari lembaga keuangan yang tergabung dalam forum perbankan nasional.
Perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini telah membahas cakupan dan ruang lingkup kearsipan yang lebih luas dan terperinci. Kemudian diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Bahkan peraturan-peraturan lainnya pun muncul dalam rangka melengkapi regulasi bidang kearsipan di Indonesia, baik itu peraturan Menteri maupun peraturan Kepala Arsip nasional RI, dan peraturan lainnya yang terkait dengan arsip dan kearsipan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dinamika perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan tren yang positif, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, di masa colonial Belanda telah diterapkan peraturan yang mengatur masalah kearsipan ini. Oleh karena itu, perkembangan peraturan kearsipan ini tentunya menjadi payung hokum dalam penyelenggaraan kearsipan di Indonesia.
Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sejarah manajemen kearsipan di Indonesia sangat khas, yaitu dari sistem kearsipan yang melekat pada aktivitas lembaga keagamaan ke sistem kearsipan Barat. Penetrasi budaya Barat seiring dengan berkembangnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia telah berakibat pada kentalnya pengaruh sistem kearsipan Belanda di Indonesia, dan keterikatan lembaga kearsipan Indonesia dengan Dewan Kearsipan Dunia menjadikan pengaruh sistem kearsipan Barat semakin kental.
Pertumbuhan hukum kearsipan di Indonesia juga menunjukkan aroma pengaruh kearsipan Belanda. Substansi ketentuan-ketentuan undang-undang perbendaharaan negara “Indische Comptabiliteit Wet” (ICW) masih harus dipertimbangkan secara saksama pada perumusan peraturan perundang-undangan kearsipan agar tidak berbenturan dengan ketentuan hukum dalam pembuktian perkara di pengadilan.
Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan di Indonesia sudah cukup lengkap, namun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena di dalamnya masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan harus duduk bersama untuk mendiskusikan hal tersebut sehingga tercapai kata sepakat dalam rangka menjamin regulasi yang berkaitan dengan masalah arsip dan kearsipan.
DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (1971). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Indonesia. (1999). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.
Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Indonesia. (1979). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979  tentang
Penyusutan Arsip. Jakrta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakrta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Indonesia. (1990). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit bagi jabatan Arsiparis. Jakarta: Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara.
Indonesia. (2002). Keputusan
Menteri
 Pendayagunaan 
Aparatur
Negara
Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002, Tahun 2002 tentang Jabatan Arsiparis dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur
Negara.
Kepala ANRI. (1981). Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor: SE/02/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Syauki Hadiwardoyo. (2014). Sejarah Kearsipan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
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